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PENDAHULUAN

Bejarah panjang telah mengantarkan pada suatu
pemahaman vang berpihak pada perlunya tranformasi
hukum negara Indonesia “hukum positif® sebagai bagian
integral dari ajaran Islam, baik melalui study pendekatan
normatif maupun historis. “Kehebatan® Indonesia tidak
terpecah menjadi negara-negara kecil dengan pemisahan
pulau dan danau, yang berbeda dengan Umur tengah yang
tepecah menjadi 50 an negara yang tersebar di antero
jazirah arab tanpa adanmya pernisahan gecgrafis yang
berarti.!

Upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum
positif merupakan kajian yang sangat filosofis dan menuai
pro dan kontra. Kemungkinan besar karena para ilmuan
berbeda- beda dalam mendefinisikan hokum karena
luasnya kajian hukum termasuk bukum Islam. Banyaknya
perbedaan dalam menpelaskan hukum, sehingga sebagian
ahli hukum ada vang mengatakan bahwa hukum adalah
ilmu yang mempelajar tentang sebab akibat? Sedangkan
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum adalah
prilaku kita sendiri® karena objek hukum adalah prilaku
manusia  dengan  kebudavaan-  kebudavasnya  yang
diharapkan menjadi teratur dengan adanya hukum,
bahkan dalam arti luas termasuk hubungan antara
manusia  dengan  binatang- binatang vang biasanya
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Istilah hukum mempunyai makna dan tujuan yang
berbeda karena perbedaan sosio kultur dan paradigma
yang berkembang dalam suatu masyarakat, seperti
paradigma vang berkembang di Inonesia tentang  pancasila
yang dipakai untuk mewadahi semua karakteristilc bangsa
Indonesia® dan seterusnya.

Hukum berkembang sesuai dengan perkembangan
pola fikir manusia dalam menyikapi dinamika masyarakat
dengan persoalannya. Sebagai contohnya hukum yang
berkembang di Iran, Tehran, berbeda dengan hukum di
Indonesia. Hukum  Islam  basis Syi'ah  yang
diimplementasikan dalam systemn pemerintahan Wilayat
al-Fagih mampu menyerukan gerakan vang luar biasa,
bahkan menjadi negara yang sangat berani mengambil
sikap dengan tegas misalnya dalam mendudung Palestina
sejak serangan Israel selama 20 hari kemarin. Oleh
karenanya, peristiwa perang Israel melawan Hammas
kemarin tidak lepas darl perscalan hukum, karena selama
manusia ada, maka hukum akan berkembang yang
menjadi  suatu  keniscayaan dalam kehidupan dimuka
bumi®.

Berbicara tentang hukum [slam, memang sangat
menarik dan terasa tidak akan selesai dengan pembahasan
vang sepintas saja. Perscalan Islam akan senantiasa
mewarnai dalam setiap peradaban yang terus bergulir,
seiring dengan bergulimya roda kehidupan yang semakin
cepat. Islam memang telah mengakar dengan membawa
zamannyva tersendiri vang penuh dengan sejarah dan
perjalanan vang panjang. Oleh karenanya Islam sebagai
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agama akan selalo menjadi  pembahasan tersendiri yang
tidak akan pernah berhenti, khususnya terkait dengan
kebijakan suatu = Megara yang sedang mengalami

Dalam sebuah Negara, baik negara besar maupun
kecil, akan selalu menjadikan hokum sebagai persoalan
yang selalu menggurita dalam setiap pemerintahan yang
dijalankannya. Pemerintah tidak akan segan melakukan
berbagai cara yang bisa mengarah pada perbaikan sebuah
Megara yang dikehendakinya. Sehingga dalam hal ind
suatu  hukum akan didomminasi oleh suatu  komunitas
yang mempunyai peran paling besar dalam sebuah
kebijakan vang mewamai semua lini kenegaraan.

Islam adalah agama  besar yang mempunyai
perjalanan panjang terkait dengan sebuah  fenomena yang
mewarnai dalam peradabannya. Di Indonesia  khususnya
Islam sudah menjadi pembahasan tersendin yang menarik
terkait dengan perumusan sebuah hokum yang
diberlakukan sehagai hukum positif di Indonesia. Pada
saat itu, pusat-pusat pendidikan lslam merupakan sumber
utama informasi dan penyuluhan masyarakat’. Hukum
Positif yang merupakan hukum yang harus diberlakukan
secara tepat sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat
solempat  akan selalu memerlukan permahaman ulang
tentang bagaimana sebuah hukum  vang  perlu
diberlakukan di sebuah Negara seperti Indonesia .

Dengan kata lain hukum positif menjadi lebih
bermakna dan penting di Indonesia ketika diusung dari
nilar dan sistemn yang bersumber dan nilai yang
terkandung dari al-Quran dan Sunnah Rasul Sehingga
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Shahibul, Trosfromasd Hukom 33

hal ini akan memerlukan strategi bageimana menjadikan
hukum positif di Indonesia ini sebagai hukum yang betul-
betul mencerminkan kepentingan masyarakat muslim di
Indonesia. Dengan demikian paradigma menjadikan
hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia  akan
bisa terlaksana dengan baik jika hal sehagaimana diatas
dapat dipenuhi dengan tepat dan proporsional, serta
lentur vang bersifat elastis. Apalagi hukum Islam bersifat
elastis, memperhatikan berbagai segi kehidupan dan tidak
memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa®. Sehingga
sangat memungkinkan hukum Islam akan menjadi hukum
tif i [nd ; ;

TRANSFORMASI HUKUM ISLAM MENUJU HUKUM
POSITIF DI INDONESLA

Peralanan hukum Islam di Indonesia tidak bisa
terlepas dar sejarah  kedatangannya yang terus
berpengaruh sampai sekarang, Tranformasinya dikenal
dengan cara yang damai. Oleh karenanya banmyak teori
yang menjelaskan tentang kedatangan Islam ke Indonesia,
Di antara teori tersebul adalah: pertama, teori yang
menyebutkan  bahwa Islam masuk ke Indonesia
(Musantara) pada abad ke-12 dari Guojarat dan
Malabar, bukan Persia atau Arabia. Teor ini
dikemukakan pertarna kali oleh Pijnappel pada tahun 1872,
dan didukung oleh umumnya sarjana-sarjana Belanda
seperti C. Snouck Hurgronje, Moquette dan Morrisan

Menurut  Pijnappel. orang-orang Arab  yang
bermazhab Shafi'i berimigrasi ke India dan kemudian
membawa Islam ke Nusantara, Sementara Snouck

* Fathurrabenas LHamil, Mirgfer Hekow [oow (Jakare Logos Warans e,
1904, 47.
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Hurgronje yang mendukung wilayah mana di bagian
selatan India vang dianggapnya sebagal asal [slam.
Snouck hanya menyebutkan babwa Islam masuk ke
Indonesia dibawa oleh para pedagang dari pantai
Coromande].

Kedua, teorl yang dikembangkan oleh 5.0,
Fathimi yang mengatakan bahwa Islam datang dari
Bengal. la berargumentasi bahwa kebanyakan orang
terkemuka di Pasai adalah orang-orang Benggali atau
keturunan mereka, Islam muncul pertama kali di
Semenanjung Malaya pada abad ke-11 adalah dari pantai
tirnuar, bukan dari barat (Malaka), melalui Kanton, Phanrang
{Vietnam), Leran dan Trenggano .

Teori ketiga menyatakan bahwa Islam datang
langsung dari Arab, atau tepatnya Hadhramaut. Teor ini
pertama kali dikemukakan oleh Crawfurd (1820} dan
didukung oleh Keyzer (1859), Miemann (1861}, de Hollander
1861} danm WYeth (1BPB). Crawfurd menvatakan bahwa
Islam langsung datang dari Arab. Keyzer, Niemann dan de
Hollarder menyatakan bahwa umat Islam di Musantara
bermadzhab Syafi'i sebagaimana halnva madzhab umat
lslam di Mesir dan Hadhramaut Dalam beberapa hal,
"teori Arab" ini didukung oleh Thomas W. Arnold (1913)
vang menegaskan bhahwa selain Coromandel,  Islam
Indonesia juga berasal dari Malabar. Mamun, menurut
Amold, daerah-daerah ini bukan satu-satunya tempat
asal Islam dibawa. Ia juga mengajukan pandangan
bahwa para pedagang darl Arabia sendiri memegang
peranan  dominan dalam menyebarkan Islam ke
Indonesia, bahkan sefak abad ke-T dan ke-8 Masehi atau
awal-awal abad pertama Hijriyah. Menurut Amold, di
pantai Barat Sumatera telah didapatt satu kelompok
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perkampungan orang Arab pada tahun 684 M,

Teori Arab im dipegang pula oleh saana Melayu Syed
Mohammad Naguid Al-Attas dan Hamka. Dalam seminar
tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan, 17-20
Maret 1963, Hamka menyimpulkan hal vang sama. Hambka
bahkan mengecam teori tersebut merupakan salah satu
rekayaza ilmiah dalamn rangks upava kolonial untuk
mematahkan perlawanan Islam Indonesia. Hurgronje
adalah penasihat utama pemerintah Hindia Belanda
dalam menaklukkan Aceh Salah satu penyebab kerasnya
perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda sehingga Aceh
sulit dikuasai, menurut Hurgronmje, adalah berurat
berakarnya pengaruh Armab. Untuk i, is ingin
melemahkan pengaruh tersebut dengan mengemukakan
“tewrl India”.

Secara implisit, Mohammad Atho Mudzhar juga
membela "teori Arab” dengan mengemukakan bahwa
daerah-daerah di gugusan kepulavan Melayu telah dikenal
akrab oleh para ahli ilmu bumi Islam kuno. Al-Ya'qubi {w.
377 H/987 M) menulis tentang hubungan dagang antara
pelabuhan Kalah (Kedah) di pantai Barat Semenanjung
Melayn dan Aden, di Yaman. Hasan Abu Fayd al-Sirafi
{w. 304 H/916 M) menyatakan bahwa Kalah merupakan
pusat perdagangan rempah-rempah dan dupa, yang
disinggahi kapal-kapal dari Oman. [bn al-Fagih {w. 290
Hf902 M) menyebut tentang hasil-hasil Kerajaan Sriwijaya
{£abij). Di daerah ini, menurutnya, orang berbicara
dalam bahasabahaza Arab, Persia dan Cina. Oleh karena
itu dapat mudah dipahami, bahwa hubungan telah terjadi
antara orang-orang Indonesia dan Melayu dengan kaum
pelayar muslim tersebut dari Hadhramaut dan Persia
semenjak abad ketujuh atau kedelapan, dan dapat
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diduga bahwa satu atau dua orang penduduk pribumi
masuk [slam

MNamun begitu, terlepas darl perbedaan tempat asal,
pembawa dan kapan masuknya Islam ke Indonesia, yang
jelzs bahwa penyebaran Islam secara pesat ke seluruh
wilayah Indonesia terjadi pada abad ke 13 M, yang
dianggap ilmuwan Barat sebagai awal masuknya Islam ke
[ndomesia.

Semaraknya penyebaran Islam di Nusantara sejak
abad ke-13 ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan
Islam di berbagai daerah, seperti Pasai di Pesisir utara
Sumatera, Gresik, Demak, Gowa, Ternate, Banten,
Cirebon, Buton, Sumbawa, Kalimantan Selatan,
Pontianak, Surakarta dan Mataram. Hal yang menarik,
konversi masyarakat Musantara ke agama Islam ini
dimotori sendiri oleh para raja, sehingga memberi
dorengan bagi penduduk setempat untuk mengikutinya,
Selain itu, [slam vang dibawa oleh para pedagang, balk
agama yang damai,

Amold, mengutip C. Semper, menycbutkan bahwa
para pedagang Islam memasukkan agamanya ke

penduduk  asli dengan menggunakan adat istiadat
penduduk asli, mengawini wanita-wanitanya, menebus

budak-budak dan menjalin kerja sama dengan para
pemimpin negeri (pribumi) untuk menduduki jabatan-
jabatan wutama di pemerintahan Mereka memiliki
kemampuan dan kecerdasan yang melebihi penduduk
asli dan mudah beradaptasi dengan budaya lokal,
sehingga makin lama makin menguatkan pengaruh
mereka. Mereka juga menjalin persahabatan dengan
golongan aristokrat lokal.
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Dengan cara-cara demikian para pembawa agama
Islam ke Musantara berhasil meletakkan dasar-dasar
kokuatan sosial politik. Mereka datang bukan sebagai

penakluk bangsa Spanyol pada abad ke-d atau

menggunakan pedang sebagai alat dakwah. Mereka juga
tidak menguasal dan mempengaruhi kelompok penguasa
untuk menekan rakyat. Mereka hanya kelas pedagang

yang menggunakan harta dan peirdagangannya untuk

kepentingan dakwah.
Seorang  pengembara  Muslim  Marcokko,  Tbn

Bathuthah, yang mengunjungt Pasai pada tahun 746
H/1345 M, dalam bukunya menulis bahwa penduduk di
pulau-pulau  yang dikunjungi (di Sumatera) pada
umumnya menganuat madzhab Syafi'i. la juga menuturkan
bahwa di Kerajaanl0 Pasai, Sumatera, ada Raja Malik al-
Zhahir yang terkenal sebagai ahli agama dan hukum [slam.
Melalui kerajaan inilah madzhab Syafi'i disebariuaskan ke
berbagai  kerajaan lainnya di kepulauvan MNusantara
Bahkan para ahli hokum dari Kerajaan Malaka (1400
1500) sering datang ke Pasai untuk mencari kata putus
terhadap permasalahan hukum yang terjadi di Malaka.

Fachri Ali dan Bahtiar Effendy mengunghkapkan tiga
faktor utama vang mempercepat proses Islamisasi di
Musantara. Pertama, prinsip tauhid dalam [slam yang
mengimplikasikan pembebasan manusia dari kekuatan-
kekuatan selain Allah; kedua, daya lentur ajaran Islam
dapat mengakomodasi nilai-nilai  lokal yang Hdak
bertentangan dengan [slam; dan ketika, sifat Islam yang
anti penjajahan menjadi kekuatan politik tersendiri dalam
menghadapi ekepansi Barak di Nusantara.

Dalam proses transformasi hukum Islam menuju
hukum positif di Indonesia ada beberapa pengaruh,
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diantaranya:

1. Pengaruh Hultural

Salah satu faktor mendasar masuknya [slam di
Indonesia adalah faktor kultural vang memang sudah ada
sejak lama jauh sebelum Islam datang ke Indonesia. Hal ini
nampak jelas dengan adanya akulturasi yang signifikan
anfara budava aslh di Indonesia dengan budaya yang
masuk schingga menjadi  kesatuan vang sulit dipasahkan,
meskipun dalam dataran tertentu masih sangat mudah di
pilah jika di runut secara kronologis.

Cus Dur, dengan pandangannya mengenai lslam
kultural vyang membaur dengan budaya seperti di
Indonesia  menjadikan  perimbangan  sosiologis
merupakan aspek mendasar sebelum akhimya ajaran [slam
diejawantahkan dalam dataran praktis kehidupan, baik
dalam ajaran masyarakat yang tidak terkait dengan hukum
positif maupun dalam konteks lembaga negara yang
terkait dengan hukum positif. Inilah yang oleh Gus Dur
disebut sebagai upaya “Pribumisasai Islam™.

Pergesekan budaya masyarakat dengan Islam
seiring dengan proses Islamisasi Musantara atau masuknya
Islam di kawasan Asia Tenggara, seperti pernyataan
memarik Taufik Abdullah dan Sharon Siddique dalam bukuo
"Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara”, bahwa
Islam di kawasan Asia Tenggara memiliki sejarah paling
tidak tujuh abad, dan selama waktu itu, Islam telah
dipengaruhi oleh lingkungan Asia Tenggara yang unik.
Dengan kata lain, Islarn telah menjadi suatu  tradisi
tersendiri yang secara kukuh tertanam dalam komteks

¥ Abchrrmhrean Wahld, dblk. Dtaby Kmid de Llaiin Agans [Yogyakeme
Puzakn Pelajar, 1993}, 3
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sosial-ekonomi  dan  politik selama tujuh abad sejarah
kawasan ini.

Proses Islamisasi yang sejalan demgan akulturasi
budaya ini memang memerlukan penyesuaian diberbagai
servdi ketidupan. Kehidupan masvarakat Indonesia vang
merupakan masyarakat berbentuk  heterogen akan sangat
sangat mudah dipengaruhi dengan cara menyesuaikan dari
seneli tertentu yang dianggap paling relevan dan cocok
dengan budaya Islam. Islam Juga menyumbangkan
konsepsi  baru  hukum  unbuk Indonesia dan  telah
mengubah  Heatan  kesukuan dan  kedaerahan  menjadi
ikatan umiversal.'®  Sehingga pergesekan-pergesekan
seperti ini secara perlahan tapi pasti akan membawa pada
akulturasi peradaban yang sangat kuat dan mengakar dan
menjadi tradisi yang belaku bagi masyarakat .

Hukum Islam yang muncul di Indonesia tidak lepas
dari dinamika sefarah negara Indonesia sendirl. Jauh
sebefum kedatangan penjajah dar Eropa, perkembangan
Islam dengan munculnya lembaga pendidikan agama
sepertl surau, langgar, madrazah dan pesantren telah
memberikan  kontribusi  pengetahuan  sekaligus  kultur
agamis vang kuat di masyarakat. Sehingga Hukum lslam
di Indonesia merupakan hukum yang banyak dibentuk
dan terinspirasi oleh kekuatan dari budaya agamis dan
relegius.

Pada saat itu, pusat-puzat pendidikan Islam di atas,
merupakan sumber utama informasi dan penvuluhan
masyarakat, Mengajarkan berbagal keilmuan, utamanya
ilmu agama yang didominasi kajian fikih, kajian yang tidak
lepas dari permasalahan hukum Islam. Dan satu-satunya

0 Rafpal kathah, Hakee [dow .., 71,
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masyarakat bawah. Sebuah komunitas yang menjadi
sentral berkembangnya sebuah budaya,

Di dalam masyarakat indlah [slam memperkenalkan
tradisi hukum baru di Indonesia. la menawarkan dasar-
daszar perilaku sosial baru yang lebih sama rata dibanding
dengan sebelumnya. Juga menyumbangkan konsepsi baru
hukum untuk Indonesia dan telah mengubah ikatan
kesukuan dan kedaerahan menjadi fkatan universal
Apalagi hukum [slam bersifat elastis, memperhatikan
berbagai segi kehidupan dan tidak memiliki dogma yang
kaku, keras dan memaksall. Elastis di sini bukan berarti
hukum lslam bisa menjustifikasi apa saja tetapi keberadaan
pranata ijtihad di dalam hukum Islam merupakan suatu
jaminan pasti bahwa hokum slam skan  senantiasa
bersikap antisipatif terhadap perkembangan sosial?, Tak
pelak lagi, dalam perkembangan berikutnya memberikan
andil yang sangat besar bagi pembangungan Hukum [slam
di Indonesia.

Pada perkembangan awal huokum Islam yang
menginng perjalanan berkembangnya agama Islam di
wilayah nusantara, peran sultan atau raja menjadikan
hukum Islam menyatu dengan tradisi sangat dominan.
Sebab para sultan atau raja-raja menjadikan hukum Islam
sebagai hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam [bnu
Batutah, pengembara asal Maroko yang pada tahun 1345

1 Fathusrshnsen Diaodl, Filsdar ..., 47.
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singgah di Samudera Pasai menyatakan bahwa Sultan Al
Malik Al Zahir pandai dalam bidang Figh Mazhab Syafi'i.
Mazhabt yang pada perkembangan berikutnya menjadi
acuan pembahasan hukum Islam dalam perundangan-
undangan di Indonesia.

Sejarah mencatal bagaimana pada masa penjajahan
Belanda, Hukum [slam telah menyatu dalam kehidupan
sehari-hari dan membudaya dalam lingkungan masyarakat
pribumi. Sampai-sampai instruksi Gubernur Jendral
kepada para Bupati di pantura Jawa agar memberi
kesempatan kepada para ulama untuk menyelesaikan
perselisihan perdata dengan hukum Islam. Juga Keputusan
Raja Belanda (Koninkelijk Besluit) MNe, 19 tanggal 24 Januari
1882 yang diumumkan dalam Staatsblad tabun 1882 Mo, 12
tentang pembentukan Pristerraad (Pengadilan Agama)
didasarkan atas teori Van Den Berg yang menganut paham
recepbio in complexu, yaitu berarti bahwa yang berlaku
bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya.™
2 Pengaruh Folitik

Berbicara politik  berart  berbicara  masalah
kenegaraan. Svatu bahasan yang menyentuh masalah
kebijakan suatu pemerintahan, Dinamika politik suatu
pemerintahan  sangat  berpengaruh  terhadap semua
kebijakan yang ada, Termasuk kebijakan perundangan-
urwdangan yvang berlaku,

Sebelum Indonesia merdeka, sistern hukuny nasional
terdiri dari beberapa subsistern hukum, yaitu Hukum

" A Wit Aulsni, “Sejsrih Perkembampn Hulsm Tshm™, dedam Amrulish
&MMMHHMIMDM.TWH-MNMU:M:%
Inmani Pres, 1996], 55,
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Adat, Hukum Islam danm Huokum Barat)® Setelah
Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Apgustus
1955 dan berlaku Undang-Undang Dasar 1945, sistem
hukum Indonesia berubah. Ini  karema Indische
Staatsregeling diganti dengan UL 194518

Hukum [slam dalam perpolitkan Indonesia
mengalami perjalanan yang cukup panjang dan berliku
Barmula dari pembahasan dalam sidang Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia maupun dalam
sidang-sidang konstituante. Baik Pembukaan maupun
batang hubuh UUD 1945 merupakan sumber hukum, tidak
saja bagi perundang-undangan yang bersifat duniawi
tetapi juga vang bersifat ukhrowi. Dari sini jelas, bahwa
nilai-nilal hukum Islam yang mengandung dasar-dasar dan
norma-norma untuk mengatur kehidupan lahiriah maupun
batiniahh dapat diberlakukan sebagai pelaksanaan UUD
194517

Menurut pemikiran Gus Dur yang secara esensial
mempunyal kesamaan dengan pemikiranmya MNur Cholis
Madjid, ada lima hal yang menjadi kajlan sentral dinamika
sosial Tstam, Perfama progresif dan bervisi jauh ke depan.
Daripada terlena kemenagan masa lalu lebih baik menatap
kedepan dengan harapan pasti, karena kemenangan pasti
akan datang. Kedua, respon terhadap modernitas dengan
penuh percaya diri dan cerdas, Ketiga, sekularisme theistic

" ernand Adef Shdarm, Rafets Trataqy Stnutter e Fladww (Bancunge OV
Mandar haju, 1999, 31

™ Amwar Harjono dan Ramiy Humbamt, “Prospek Poondban Apmma sctaps
Peradilies Kekuega dalamn Sisrern Polidk Indonesia”, dalem Ammrallah
Abmed, Disens Hotos [oow Dolew Sivkew Hokoer Mesazal, (Jakarta: G
Insami Press, 190&), 119,

"7 herwar Hasiona dan Ramly Hitabarat , “Prospek Peradilan Agama ..., 219,
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yang ditegaskan dalam pancasila (kalau di Indonesia)
merupakan dasar yang paling mungkin bagi terbentukmya
negara moderen, karena ruang vang paling cocok untuk
[slam adalah ruang civil, bukan politik praktis. Keempat,
mengartikulasikan pemahaman Islam kiberal yang terbuka
dan toleran terhadap perbedaan dan menjaga harmoni
dalam masvarakat, Kelimg, representasi pemikiran sentesis
cerdas Islam tradisional, elemen modernisme Islam, dan
kesarjanaan barat modern dengan tefap mengace pada
kejujuran intlektual yang kuat dengan keimanan yang
mendalam terhadap kebenaran Islam,

Lima prinsip Gus Dur ini, secara esensial senada
dengan pemikiran Tbnu Taimiyvyah yang mengatakan
bahwa prinsip [slam cukup untuk menciptakan
komunitas vang ideal dengan pola pemahaman tentang
keadaan dan spirt teks  al- Quran saat diwabyukan'®
Dengan demikian study pendekatan Islam melalui budaya
menjadi faktor utama dalam menjadikan lslam rahimatan
liValamin dan sekaligus scbagai pisau analisis dalam
memotret fenomena sosial.

Selanjumya untuk  mengakomodasi  berbagai
kepentingan:  dan  kemajernukan  tatanan  hukum,
pemerintah harus mempunyal political will, Karena itu
kemudian muolai  bermunculan  produk U yang
mengakomodir hukam [slam, bahkan menjadi bahan baku
pembentulkan hukum nasional.

Transformasi hukum [slam ke dalam perundang-
undangan nasional merupakan hasil interaksi antara para

¥ Wacana Pernbacs Pemikirns Abdurrahmas Wahil, Gl Cadeer (Y ogpraliomia
[LEGS, 2ME, S0

" Toba Hamim, Felos Kegomes  Kavw Rgeres (Yogridcarts: Tism Wacma,
20T, 11
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ulama dengan elite politik atau penguasa. Baik tersurat
maupun tersirat, banyak asas-asas hukum Islam yang
terserap dalam  hukum nasional. Suatu kenvataan yang
akan memberikan prospek ke depan lebth baik, di mana
hukum Islam akan menjadi inspirasi utama dalam

pembangunan hukum nasional,

Memang bagamanapun juga masalah agama,/[slam,
politik, dan negara selalu terkait satu sama lainnyva. Maka

tidak salah bila Rois Akbar NU, KH Wahab pernah
memberikan pengertian yang begas, bahwa kalimat Islam
terkandung di dalamnya soal-soal politik dan Hukum Tata
Negara. Menurutnya, kalau orang bisa memisahkan antara
gula dengan manisnya, maka dapatlah ia memisahkan
agama Islam dengan politik  Selaras dengan itu, John L.
Esposito dan John O Vooll menyatakan: “[slamic pelitics are
Jrequently as i some way combinmg "religion and politics.” In
the words of modern [slamic movemenst, Islam is din wa dawla,
that is, “religton oud state, "

Proses politik vang panjang akhirmya membuahkan
perundang-undangan vang “berlebel” [slam, misalnya
Deknt Presiden 5 Juli 1959 yang di dalam adanya Fiagam
Jakarta, UU Mo, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UL Me,
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sebagainva,

UU terbaru yang muncul akibat dari perubahan
konstelasi politik nasional adalah ULT No. 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh dan UU
Manggroe Aceh Darussalam (NAD) yvang memberikan
kewenangan khusus kepada Propinsi NAD dalam bidang

= Haii Zainal Abidin Ahmosl, Mewbasgee) Mo D (Yogyaksna: Puseaka
Iggra’, TOER, vi

A John L. Esposim and foha O Vaool, ke aed Do {Onfond: Oufoad
I."rﬂmrr Frﬂﬂ., I:'EI'H]-, 4
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peradilan. Suatu kewenangan yang mustahil terjadi di era
rezim Orde Baru.

3, Pengaruh Struktural

Proses politik  dalam  suatu negara akan
menghasilkan banyak kebgakan, di antaranya adalah
perundang-undangan. Perundangan yang mempakan
produk hukum in absiracto memerlukan komponen lain
yvang akan menjadikannya ke dalam bentuk in concreto,
Atau  memérlukan  instrumen  stuktural | yang
mengejawantahkannya di tengah masyarakat.

Dari sini kemudian muncul institusl atau lembaga
yang melahirkan perundang-perundangan atau peraturan-
peraturan yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
Seperti di antaranya Departemen Agama, Departemen
Kehakiman, Mahkamah  Agung vyang  banyak
mempengaruhi proses berkembangnya hukum Islam di
Indonesia,

Contoh yang paling menonjol adalah inisiatif
Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam
merumuskan Kompilasi Hukum Islam, Kemudian dalam
bentuk produk pengadilan sebagai upaya penerapan
hukum Islam dalam perkara tertentu, baik mefalui
Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Seperti
produk pengadilan vang terhimpun dalam kumpalan
yurisprudensi, antara lain Peradilan Umum yang disusun
Chidir Ali dan Pradilan Agama yang disusun Bustanul
Arifin. Dengan demikian hakim memiliki peran penting
dalam pemben-dukan hukum Islam

jumlah umat Islam merupakan bagian terbesar dan
populasi penduduk Indonesia yang telah mencapai lebik
kurang 200 juta jiwa, tidak bisa diabaikan begitu saja. Hak
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sejarah mereka di negeri ini sudah hadir dan berkembang
serta ajarannya memasyarakat sampai terpatri dalam
kebudayaan rakyat Indonesia. Kehadiran penjajah tidak
mampu mencabut akar-akar budaya Islam yang telah
tertanam dalam kepribadian bangsa ‘Indonesia. Karena itu
hukum [slam yang sebelum kedatangan penjajah sudah
diterima dan berkembang diupayakan dikikis, bahkan
tinggal sebagian hukum keluarga dengan Pengadilan
Agama sehagai pelaksananya™ Namun hukum Islam tetap
berfungsi dan eksis, bahkan menjustifikasi semangat umat
Islam untuk mengadakan perlawanan terhadap penjajahan
dan kezaliman sampai direbutnya kembali kemerdekaan
Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Heh karena ity sangat disayangkan bila keberadaan
hukum Islam yang sudah memberikan konstribusi besar
dalam merebut kemerdekaan bangsa Indoncsia harus
terabaikan dan bahkan hilang. Justru harus diupayakan
agar hukum lslam bisa memberikan sumbangsih bagi
perjalanan pembangunan bangsa, khususnya
pembangunan hukum di Indonesia. Maka salah satu jalan
terbaik adalah dengan “mewariskannya” kepada generas
muda sebagai penerus melalui berbagai media.

Media yang paling efektit adalah melalui jalur
pendidikan, Dalam hal ini, pendikan tinggi ataw
perguruan tinggl merupakan jenjang yang paling tepat.
Karena itu mata kuliash Hukum Islam tidak saja diajarkan
di Pcrg:uruan tinggi Islam swasta, tetapi juga di perguruan
tinggi negeri

2 Al Vafie, “Fusgs Hukum Team dalim Kebidupan Umat™, dslam Amnaflsh
Ahmad, Diwenn Hiokew [nbow dolow Sistew Fukow Nonoss! (Jaksna: Gema
Trusani Press, 1995), 93,
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Ada beberapa alasan prinsip diajarkannys mata
kuliah Hukum [slam di fakultas Hokum di Indomesia,
Diantaranya adalah sebagal berikur®

1. Alasan Sejarah

Pada zaman pengajahan Belanda, Hukum [slam
diajarkan dengan nama Mohammedaansch Recht, bahkan
sempat diteruskan ketika Indonesia merdeka. Namun
nama terscbut tidak tepat, karena hukum Islam bulkan
ajaran pribadi MNabi Muhammad SAW, melainkan ajaran
Allah SWT yang disampaikan melalui rasul-Mya.

2. Alasan Penduduk

Penduduk Indonesia sekitar 85 persen beragama
Islam. Jumlah yang mayoritas itu tentu saja  kebenaran
yang dibawa pemeluknya harus menjadi  bahan
pertimbangan dan salah satu acuan bagi pembuatan
hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Alasan Yuridis

Hukum [Elam di Indonesia berlaku {a) secara
normatif dan (b) secara formal yuridis. Secara normatif
adalah bagian hukum Islam vang mempunyai sanksi
kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Yaitu
hukum [slam yang mengatur hubungan manusia dengan
Tuhan. Kuat Hidaknya sanksi tersebut tergantung kuat
lemahnyva  kesadaran omat Islam  ftu sendind,
Pelaksanaannya pun diserahkan kepada keinsyafan orang
Islam yang bersangkutan. Seperti pelaksanaan ibadah salat,
puasa, zakat dan haji.

B Mohammad Daed Al Fletes fnbee, Poggariar Lsw Flaokvee dea Tote Flakam
Todvor o Tocdomeize, (Takarta: FT Raja Grafiechs Persada, M08, 49,
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Hukum Islam yang berlaku secara formal vuridis
adalah bagian hukum [slam yang mengatur hubungan
manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam
masyarakat. Hukum Islam tersebut berlabu menjadi
Hukum Positif berdasarkan peraturan  perundang-
undangan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Seperti
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Undang-Undang Mo, 7 Tahun 198% tentang Peradilan
Agama, Undang-Undang MNo. 17 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan [badah Haji, Undang-Undang No. 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang
No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Provinsi DI Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Provinsi DI Aceh  sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Diarussalam.

4. Alasan Konstitusional

Di dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1%45 dinyatakan,
bahvwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Karsna itu menurut Hazairin seorang Guru Besar Hukum
Islam dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas
Indonesia dalam  bokunyva Demokrasi Pancasila,
meryatakan babwa:

a. Dalam negara Republik Indonesia, tidak boleh terjadi
atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan
kaidah-kaidah Islam bagl umat Islam, atau yang
bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Masrani
bagi umat Masrani atau yang bertentangan dengan
kaidah-kaidah agama Hindu bagi orang-orang Hindu
Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan Budha
bagi orang-orang Budha
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b. Megara Fepublik Indonesia wajib menjalankan syari‘at
Islam bagi orang Islam, syari'at Masrani bagi orang
Masrani, dan syari'at Mindu Bali bagi orang Bali,
sekedar menjalankan syari‘at tersebut memerlukan
perantaraan kekuasaan Negara

c  Syari'at vang tidak memerlukan bantuan kekuasaan
Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat
sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang
bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap
Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri
menurul agamanya masing-masing.

Dari pernyataan yang disampaikan Hazairin
tersebut, berarti negara wajib menjalankan syari’at agama
bagi pemeluk agama warganya. Termasuk di dalamnya,
menjalankan syari'at Islam untuk kepentingan pemeluk
agama [slam. Begitu juga negara tidak boleh membuat
kebijakan, peraturan atau hukum yang bertentangan
dengan syari‘at agama yang dipeluk warganya.

5. Alasan llmiah

[ dalam aparan Islam mengandung banvak aspek
Termasuk aspek hukum menjadi salah satu aspek penting
di dalan ajaran Islam, karena di dalamnya mermuat aturan-
aturan atau hukum yang menuntun pribadi muslim untuk
berprilaku benar demi kebahagiaan hidup di dunia dan di
akhirat. Sebagai ilmu, hukum lslam sudah lama dipelajari
secara ilmiah, baik oleh orang-orang Islam sendiri maupun
orang-orang nonmuslim. Orang-orang barat nonmuslim
vang mempelajari Islam ini blasanya disebut sebagai
orientalis. Orientalis umumnya mempelajan Bslam dengan
pendekatan  saintifik. Meskipun hal ini  memberikan
konstribusi bagi studi [slam, namun umumnya lslam
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ditempatkan sebagai fenomena empirik sensual, historik,
dan kontekstual sehingpa sering menghilangkan dan
bahkan menolak esensi Islam sebagai wahyu Allah,

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, mereka
memplagar hukum Islam dalam rangka mempertahankan
kebnasaanmya. Dengan  mengada-adakan  kelemahan
hukum [slam untuk menverang orang Islam dari dalam, C
Snouck Hurgronje adalah salah satunya. Pernah menjadi
penasihat pemerintah Belanda dalam pendudukannya di
Indonesia. Ta memeluk agama Islam secara resmi, sehingga
pada tahun 1884 bisa masuk dan bermukim di Mekah
selama satu tahun® Bahkan Snouck bisa mempersunting
puteri seorang penghulu.

Setelah il muncul era kelompok orentalis yang
mempelajari Islam bukan untuk tujuan seperti di atas.
Mereka — mempelajari Islam dengan  maksud
mengembangkan kerasama dengan negara-negara Islam
atau negara-negara yang mayoritas  penduduknya
beragama [slam.

Selanjutnya dalam perkembangannya muncul
kecenderungan mempelajari ajaran Islam, sebagai bahan
kajian perbandingan hubkum. Ternvata Islam tidak lunj.-'a
mengatur  kepentingan agama lslam, tetapi juga
kepentingan penganut agama lain, atau Islam sebagai
rahmatan lilalamin, Seperti dalam seminar The Week of

® blok MNarsy Mahmel, Oreslinoer AfGorer & Moo Bewr Oebead niwd
Esalvaty] (Semarang: Dina Uema Semsmng, 1997), 5,
BE. GGobee dan O Adrsanse, Nooetaaehsf Sk Hw Semara
Prorersialy Himaio Hedorde TERP- 1038, (Jabarie Sen
Khosus TNIS, 1990, I XTIV,
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[slamic Law (Pekan Hukum Islam) di Paris pada tahun

1951, para peserta menyimpulkan sebagai berikout:%

1. Dasar-dasar hukum Islam mempunyai nilai-nilai dari
segi hukum yang tidak bisa diragukan lagi.

2 Perbedaan aliran-aliran Hukum [siam Madzhab)
dalam suatn kompulan  hokum yang besar ini
mengandung  suatn  kekayaan  pengertian dan
pengetahuan, serta kaidah-kaidah Hukum [slam yang
sangat mengagumkan, karena itu Hukum [slam dapat
memenuhi semua kebutuhan hidup modern dan dapat
mempertemukan antara kebutuhan-kebutuhan tersebut,

Selanjutnya, ajaran Islam dengan konsepmya yang
universal banyak dipelajari oleh kalangan non muslim
sebagai bahan mujukan dalam memecahkan persoalan-
persoalan  sosial. Seperti  zakat vang diyvakini bisa
mengurangi kemiskinan atau menghilangkan kesenjangan
antara si kaya dan si miskin,

Karena itu penulis berusaha memberikan perspektif
yang jelas tentang Hukum Islam di Indonesia. Mulai dari
deskripsi historis masuknya Hukum Islam sampai pada
kontribusi Hukum Islam dalam pembangunan hukum di
Indonesia. Sekaligus penulis memberikan prospektf ke
depan, bagaimana agar Hukum Islam bisa semakin
mewarnai pembangunan hukum positif di Indonesia.

EKSISTENSI HUKUM ISLAM

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi
berarti adanya atau keberadaan®  Artinya, bahwa

¥ Ahmad Hanabs, Peoganer day Syarab Heokwo Inbee (Jakzme Bulen Bintan
1995, 243 .

¥ Depamemen Penddidiban dan Kebodeyian, Keesy Beorr Holsir  adeeesis
Jaksrts Crmmedis Pustaks Uema, 1996, 253
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keberadaan hukum Islam di Indonesia semakin eksis
sampai saat ini. Bagaimanapun juga jumlah pemeluk
agama lslam vang mencapai 95 persen dari total penduduk
Indonesia vang berjumlah lebih kurang 200 juta jiwa
mempengamdhi perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Islam sebagai agama yang dipeluk mavoritas
penduduk [Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap
pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak
lepas  dari  svariat  vang dikandung agamanya.
Melaksanakan syariat agama yang berupa hukum-hukum
menjadi salah satu paramater ketaatan seseorang dalam
menjalankan agamanya. Sebagai tuntunan Allah SWT vang
di antaranya berupa hulum-hukum lslam  telah
disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dan terinci
dalam  AlQuran dan  Hadits HNabi, Sebagaimana
disampaikan Justice Javid Igbal dalam buku State Politics
and Islam: “..The second principle és that Islamic law Fas
already been legislated in the Qur'an by Allah and Sunmah of the
Prophet, the latter being the authovitative of the Qher’an. " Ini
biza dilihat dari aktifitas keagamaan yang terjadi, misalnya
seperti pembenan zakat atau pembagian waris.

Sikap masvarakat vang telah menjalankan syariat
Islam tersebut direspon pemerintah dengan keluamya UU
Perkawinan, UU Peradilan Agama, UL Penyelenggaraan
Ibadah Hafi, UU Pengelolaan Zakat dan UU Otonomi
Khusus Maggroe Aceh Darussalam. Serta beberapa
undang-undang lainnya yang langsung maupun tidak
langsung memuat hukum [slam sepertt, L' No. 10 Tahun

® Justice Javid Tgbal, “The Contipt of Staee In Telm™, dadem Mumeaz Abmed
fed), Siate Podtoer and Inkosw {Mew Yoek: Truse Poblications, 1986), 37.
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1998 tentang Perbankan vang mengakui keberadaan Bank
Syariah dengan prinsip-prinsip syariahnya,™ :
KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang telaah terhadap
transformasi hukum Islam menuju hukum  positif di
indonesia dapat diambd] kesimpulan bahwa
1. Hukum wvang bedaku di Indonesia ini akan  bisa

berbentuk  hukum yang betul-betul mencerminkan
kepentingan masyarakat muslim (Rakyat Indonesia) jika
peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah
itu  diusung dari nilai-nilai Islam serta kepentingan
yang lebih banyak didomonasi oleh  masyarakat
muslim. Hal ini tentunya tanpa menafikan masarakat
lain yang menjadi komponen bangsa ini.

2 Hukum Positif di Indonesia akan bisa bermuansa Islami
jika terlaksana dengan adanya kejelasan yuridis vang
bersumber dan al-Cur'an dan Sunnah Rasul Hal ini
tidak sederhana karena harus melalui  proses
pembahsan yang panjang dengan segala aspek yang
terkait dengan pola pemahanan Al-guran dan Sunnah
Rasul.

3. Aspek sosiologis yang mendukung dengan  pemahaman
sumber daya manusis (SDM) yang memadai juga
sangat  membartu dalam menciptakan (klim  yvang
kondusif bagl terciptanya hukum pesobif di Indonesia
yang bernuansa relegivs. Endingnya upava
tranformasi hukum Islam di Indonesia dipahami secara
substansial oleh semua komponen bangsa.

® Y, Sei Susiks ik, Bemk < Lo Koo Latm (Jakacta: Salcmim Brepa,
2000}, 109,
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